ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama dalam
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan
Gender” ini ditulis oleh Rindi Karisma Putri, NIM 1860102222202, dengan
pembimbing Dr. Faby Torigirrama, M.Ag.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Undang-Undang Perkawinan
(UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keadilan Gender.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan ketidakadilan gender dalam
pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang seharusnya menjadi alat untuk
melindungi hak suami dan istri dapat menjadi sumber ketidakadilan apabila proses
penyusunannya tidak dilakukan secara setara. Hukum di Indonesia melalui UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Putusan MK No. 69/PUU-XI111/2015
(UU Perkawinan) dan KHI telah mengatur perjanjian perkawinan, termasuk
kaitannya dengan harta bersama. Namun, selama ini penelitian terkait perjanjian
perkawinan lebih banyak berfokus pada aspek legal-formal berupa keabsahan,
bentuk, dan akibat hukumnya terhadap harta bersama. Penelitian ini berusaha
menganalisis ketentuan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam UU
Perkawinan dan KHI menggunakan perspektif keadilan gender.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) menguraikan peraturan hukum
perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI, (2)
menganalisis ketentuan perjanjian perkawinan tentang harta bersama dalam UU
Perkawinan dan KHI ditinjau dari perspektif keadilan gender.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang
bersifat yuridis normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan dan
konseptual. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer (UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK No. 69/PUU-XI111/2015, dan KHI)
dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan memberikan peraturan bagi pasangan untuk membuat perjanjian
perkawinan tentang harta bersama yang mengikat secara hukum di dalam Pasal 29,
kemudian mengalami pembaruan melalui Putusan MK No. 69/PUU-XI11/2015.
Sementara itu, KHI memberikan peraturan yang lebih rinci di dalam Pasal 47-50.
(2) Ditinjau dari perspektif keadilan gender, peraturan perjanjian perkawinan
tentang harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI belum sepenuhnya memberi
ketentuan yang berkeadilan gender. Namun, secara normatif ketentuannya
membuka peluang tercapainya kesetaraan, karena memberikan kesempatan yang
sama bagi suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan.
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ABSTRACT

The thesis titled “Marriage Agreement on Joint Property in the Marriage Law
and the Compilation of Islamic Law from a Gender Justice Perspective” was
written by Rindi Karisma Putri, NIM 1860102222202, with supervisor Dr. Faby
Torigirrama, M.Ag.

Keywords: Marriage Agreement, Joint Property, Marriage Law, Compilation of
Islamic Law, Gender Justice.

This study is motivated by an issues of gender injustice in marriage agreement.
An agreement that should be a tool to protect the rights of spouses can become a
source of injustice if the drafting process is not carried out equally. Indonesian law
through the Law No. 1 of 1974 on Marriage, as well as Constitutional Court Decision
No. 69/PUU-XI11/2015 (Marriage Law) and the Compilation of Islamic Law has
regulated marriage agreement, including their relation to joint property. So far,
research on marriage agreement has mostly focused on legal-formal aspects such as
validity, form, and legal consequences for joint property. This study attempts to
analyze the provisions of marriage agreement on joint property in the Marriage Law
Act and the Compilation of Islamic Law using a gender justice perspective.

The objectives of this study is to: (1) elaborate the legal regulations of marriage
agreement regarding joint property in the Marriage Law and the Compilation of
Islamic Law, (2) analyze the provisions of marriage agreement regarding joint
property in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law from a gender
justice perspective.

This study employs a library research method that is normative juridical in
nature with a legislation and conceptual aspects. The research data sources come from
primary legal materials (the Law No. 1 of 1974 on Marriage, Constitutional Court
Decision No. 69/PUU-XI11/2015, and Compilation of Islamic Law) and secondary
legal materials (books, scientific journals, and previous research).

The result of this study shows that: (1) The Law No. 1 of 1974 on Marriage
provides regulations for couples to make a marriage agreement on joint property that
is legally binding within Article 29, then revised through Constitutional Court
Decision No. 69/PUU-XII1/2015. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law
provides more detailed regulations within Articles 47-50. (2) From a gender justice
perspective, the marriage agreement on joint property in the Marriage Law and the
Compilation of Islamic Law has not fully provided for gender justice. However,
normatively the provisions open up the opportunities to achieve equality, because it
provides equal opportunities for husband and wife to make a marriage agreement.
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